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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa 
adanya makhluk lain, manusia dalam proses berkembang untuk 
meneruskan jenisnya sangat membutuhkan pasangan hidup yang dapat 
memberikan keturunan. Proses untuk mendapat keturunan membutuhkan 
beberapa aturan yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan untuk 
terciptanya keharmonisan dalam berkeluarga, bermasyarakat serta 
keseimbangan antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu aturan 
tersebut adalah perkawinan/ pernikahan. 
Nikah bukanlah semata-mata memuaskan hawa nafsu akan tetapi 
untuk memelihara dan saling memberi semangat hidup. Nikah suatu 
perjanjian perikatan yang sesungguhnya. Lord Penzance mengemukakan 
pengertian perkawinan yaitu perkawinan itu haruslah berdasarkan 
sukarela, untuk waktu seumur hidup, dan bersifat monogami. 
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Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sakral antara dua hati 
manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Yang memiliki tujuan hidup yaitu 
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terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Sebagaimana 
dijelaskan dalam Q.S Al-Ruum (30) ayat 21: 
                        
                        
Artinya: 21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
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Dan dapat diambil benang merahnya dari ayat tersebut bahwa dalam 
perkawinan atau pernikahan mempunyai tujuan yaitu untuk saling sayang 
menyayangi, kasih mengkasihi, hormat menghormati serta adanya rasa 
aman, yaman, terlindungi, menghargai dan diperhatikan antar seorang 
suami dan istri. Perkawinan itu sendiri disunnahkan untuk orang-orang 
yang membutuhkan dan yang mampu memberi nafkah lahir dan batin. 
Islam juga mendorong untuk membentuk keluarga serta mengajak 
manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga bagaikan 
gambaran kecil dalam kehidupan yang stabil. Yang mana keluarga itu 
sendiri merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah Swt 
bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.
3
 Sebagaimana dalam 
firman Allah Swt Q.S Al-Ra’d (13) ayat 38: 
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                            
                  
Artinya: 38. Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa 
Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri 
dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan 
sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa 
ada kitab (yang tertentu).
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Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya manusia tidak 
dapat hidup dengan kehidupan pribadi. Yang mana dari berbagai arah 
kehidupan akan menyatu hingga kebutuhan manusia mengajak untuk 
menuju keluarga dan mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. 
Perkawinan dalam agama islam memiliki aturan tersendiri yaitu 
terdiri dari rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun dalam 
melaksanakan perkawinan merupakan penentu akan sah dan tidak sah dari 
perkawinan. Syarat perkawinan merupakan faktor-faktor yang harus 
dipenuhi oleh pelaku hukum yang merupakan bagian dari suatu akad 
perkawinan. 
Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 
mengenai sahnya perkawinan disebutkan pada Pasal 2 bahwa “(1) 
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap- tiap perkawinan 
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dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”.5 Hukum 
masing-masing agama dan kepercayaan merupakan ketentuan-ketentuan 
yang berlaku untuk golongan agama dan kepercayaannya, selama tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang. 
Adapun rukun perkawinan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) pada Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada 
calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.
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Sedangkan syarat-syarat perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang R.I 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Bab II 
yang mana menyebutkan syarat-syarat perkawinan yang ada pada Pasal 6 
sampai Pasal 12.
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Perkawinan memiliki pengaruh yang sangat luas, baik dalam 
hubungan keluarga, masyarakat dan bernegara, maka perlu legalitas 
hukum yaitu dengan pencatatan pernikahan atau perkawinan di Kantor 
Urusan Agama (KUA) atau di Petugas Pencatatan Nikah (PPN). Tujuan 
dari pencatatan perkawinan tersebut adalah untuk mewujudkan ketertiban 
perkawinan agar tidak terjadi suatu penyimbangan seperti memanipulasi 
data sehingga dapat menggurangi kesahan rukun dan syarat perkawinan. 
Apabila perkawinan telah dicatatkan maka perkawinan tersebut dinyatakan 
sah dan harus dilindungi oleh hukum. 
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Perkawinan atau pernikahan yang tidak dicatatkan sering disebut 
dengan Nikah Sirri. Yang mana perkawinan tersebut tidak terdaftar dan 
tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Petugas Pencatat Nikah 
(PPN). 
Nikah Sirri menurut orang awam yang belum paham tentang hukum 
merupakan hal yang biasa dan bersikap masa bodoh, yang menganggap 
bahwa pencatatan nikah merupakan hal tidak penting, biaya banyak, dan 
hanya membuang-buang waktu. Yang memang menurut pandangan agama 
Islam perkawinan tersebut sah. Namun dimata hukum Negara tidak sah, 
karena yang diakui oleh hukum Negara hanyalah perkawinan yang dicatat 
di Kantor Urusan Agama (KUA). 
Akan tetapi akibat dari Nikah Sirri bukanlah perkara yang mudah. 
Jika suatu waktu terjadi perselisihan antara keduanya, tidak dapat 
mengajukan gugatan ke Pengadilan. Karena tidak adanya bukti yang valid 
tentang adanya suatu ikatan perkawinan. 
Nikah Sirri menyalahi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam. Padahal sudah dijelaskan dalam Undang-Undang 
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (2)
8
 serta dijelaskan 
juga dalam Kompilasi Hukum Islam  (KHI) Pasal 5.
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Di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar merupakan 
salah satu desa yang terindikasi adanya Nikah Sirri. Motif pelaku Nikah 
Sirri yaitu baru ditinggal mati oleh suaminya dan ditinggal lari oleh 
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suaminya yang tidak bertanggung jawab memberikan nafkah. Warga 
sekitar juga mengetahui hal tersebut, tetapi bersikap acuh tak acuh karena 
berbagai hal. Ada yang berpandangan perkawinan tersebut sah dan 
diperbolehkan oleh agama Islam. 
Sedangkan orang yang melakukan Nikah Sirri tersebut bukan hanya 
dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Akan tetapi orang yang 
mengerti tentang hukum dan dari kalangan ekonomi menengah keatas. 
Sebagai orang yang paham akan hukum sebaiknya saling mengingatkan 
akan pentingnya hukum terutama dalam hal perkawinan, agar tidak terjadi 
kesalahan yang berakibat fatal di kemudian hari. Karena kesalahan akan 
berdampak pada generasi penerus karena tidak adanya bukti yang valid 
tentang pencatatan perkawinan atau pernikahan kedua orang tua yang 
diakui oleh Negara. 
Dari latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “Persepsi Hukum Masyarakat Desa 
Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Tentang Nikah Sirri”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari permasalahan yang telah di uraikan dalam latar 
belakang masalah di atas tentang Perkawinan Bawah Tangan (Nikah Sirri) 
yang ada di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, maka 
penulis membatasi bahasan terkait: 
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1. Bagaimana Persepsi Hukum Masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan 
Srengat Kabupaten Blitar terhadap Nikah Sirri? 
2. Apa Implikasi dari Persepsi Hukum Masyarakat Desa Bagelenan 
Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terhadap Nikah Sirri? 
3. Bagaimana Sikap Masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat 
Kabupaten Blitar terhadap Nikah Sirri? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan 
untuk: 
1. Untuk mendiskripsikan Persepsi Hukum Masyarakat Desa 
Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terhadap Nikah 
Sirri. 
2. Untuk mendiskripsikan Implikasi dari Persepsi Hukum Masyarakat 
Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terhadap 
Nikah Sirri. 
3. Untuk mendiskripsikan Sikap Masyarakat Desa Bagelenan 
Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terhadap Nikah Sirri. 
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D. Kegunaan Penelitian 
1. Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah 
keilmuan dalam bidang perkawinan, terutama ketika seseorang 
akan melakukan  Nikah Sirri. 
b. Dapat digunakan sebagi acuan penelitian berikutnya. 
2. Praktis 
a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan 
pendidikan program Strata Satu. 
b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 
liberatur sebagai bahan bacaan dan penambah wawasan. 
c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjawab serta 
menjelaskan permasalahan yang terkait dengan hukum Nikah Sirri. 
 
E. Penegasan Istilah 
Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang 
“Persepsi Hukum Masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat 
Kabupaten Blitar tentang Nikah Sirri”, maka peneliti memandang perlu 
untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut: 
1. Persepsi Hukum Masyarakat 
Persepsi Hukum masyarakat merupakan tanggapan atau pengetahuan 
lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul dan 
berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, kaidah-
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kaidah, ketentuan-ketentuan, cara-cara dan prosedur merupakan 
kebutuhan bersama berupa suatu sistem aturan dan adat istiadat 
tertentu yang bersifat berkelanjutan dan terikat oleh suatu identitas 
bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.
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2. Nikah Sirri 
Nikah Sirri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh orang 
modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi 
sebatas memenuhi syarat dan rukun pernikahan.
11
 
Jadi Penegasan Operasional dari judul “Persepsi Hukum Masyarakat 
Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tentang Nikah Sirri” 
adalah studi yang menganalisis bagaimana Persepsi Hukum Masyarakat 
Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tentang Nikah Sirri. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi yaitu sebagai karya ilmiah 
harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Agar penelitian ini terarah 
maka perlu disusun sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya penulis 
uraikan sebagai berikut: 
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Bagian awal meliputi halaman judul, persetujuan pembimbing, 
pengesahan, pernyataan keaslihan, motto, persembahan, kata pengantar, 
daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi. 
Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan 
istilah, sistematika pembahasan. 
Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang teori perkawinan (pengertian 
perkawinan menurut hukum islam dan hukum positif), teori dasar hukum 
perkawinan, teori rukun dan syarat sah perkawinan, teori macam-macam 
perkawinan/ nikah, teori perkawinan/ nikah sirri (pengertian perkawinan/ 
nikah sirri, faktor-faktor pendorong nikah sirri dan dampak dari nikah 
sirri), dan penelitian terdahulu. 
Bab III Metode Penelitian, berisi tentang metode yang dipakai dalam 
rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis 
penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, 
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 
keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 
Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data, hasil penelitian, 
dan temuan penelitian yang sudah diperoleh peneliti serta pembahasan 
yang berisi fokus penelitian meliputi nikah sirri di Desa Bagelenan 
Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar menurut persepsi hukum 
masyarakat. Dan pada bab ini disusun sebagai bagian dari upaya 
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menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan 
masalah.  
Bab V Pembahasan, yang didalamnya berisi tentang keterkaitan 
antara kajian teori menurut hukum Islam dan hukum Positif dengan analisa 
dari persepsi hukum masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat 
Kabupaten Blitar mengenai Nikah Sirri. 
Bab VI Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang 
diperoleh dari hasil penelitian, serta dilajutkan dengan saran-saran yang 
berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian dimasa 
yang akan datang. 
 
 
